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ABSTRAK 

 

MUHAMMAD APRIAN ADHANY. NPM.18810475. 2023.ANALISIS PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN DIMUKA 

PENGADILAN DALAM PERKARA KORUPSI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam 

Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., 

M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H. 

 

Kata Kunci: Perlindungan hukum, saksi, perkara Korupsi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. kekuatan hukum Lembaga Perlindungan 

Saksi dan korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap saksi perkara tindak 

pidana korupsi dan untuk Mengetahui bentuk perlindungan Hukum terhadap saksi perkara 

tindak pidana korupsi.Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis 

penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan 

hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak 

menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian 

menunjukan Berdasarkampasal 36 UU No.13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi Dan 

Korban dijelaskan bahwa LPSK dapat bekerja sama dengan instansi lain yang berwenang. 

Namun dalam dasar hukum tersebut tidak memberikan kejelasan tentang prosedur dan sistem 

untuk dapat mengetahui ketika kapan LPSK dapat berkoordinasi dengan Instansi lain yang 

berwenang dalam memberikan perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi dalam 

hal ini yaitu KPK.  Apabila LPSK dan KPK memiliki satu pemahaman terhadap mekanisme 

perlindungan terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi maka dapat diwujudkan 

perbaikan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan tidak menimbulkan 

penafsiran negatif terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilindungi oleh 

KPK. Kedudukan saksi dalam kasus korupsi telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa 

KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang 

menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. 

Perlindungan hukum terhadap saksi perkara tindak pidana korupsi diperlukan agar mereka 

bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan 

kesaksiaannya dalam suatu tindak pidana. Hal ini akan memberikan jaminan rasa aman 

karena kesaksian yang benar merupakan wujud dari penegakan hukum dan keadilan, dengan 

demikian mereka telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum 

tanpa diliputi rasa takut.  
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